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PEMENUHAN HAK KREDITOR SEPARATIS DAN UPAH 
PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT 
 
Oleh : Irsan1 
 
Abstrak : Pemenuhan tagihan buruh apabila seluruh aset merupakan barang 
agunan Kreditor separatis, maka dalam kategori ini, kedudukan tagihan buruh 
pun dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama, apabila atas seluruh 
boedel yang merupakan asset agunan tersebut dieksekusi sendiri oleh 
Kreditor separatis, maka kedudukan tagihan buruh tidak akan pernah 
mendapatkan apapun dari boedel. Kedua, apabila hak eksekusi diberikan 
oleh Kurator, maka tagihan buruh sedikit banyaknya akan menjadi bagian 
dari upah terutang, dimana kedudukannya akan setingkat dengan biaya-biaya 
kepailitan yang harus dilunasi terlebih dahulu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) 
UUK-PKPU, sehingga kedudukannya berada diatas Kreditor separatis. Maka 
dalam praktiknya untuk menyelesaikan masalah ini dikenal istilah ”Atas 
Alasan Kemanusiaan Terhadap Buruh”, yaitu kreditor separatis memberikan 
bagiannya beberapa persen kepada buruh. 
Kata Kunci : Hak, Kreditor Saparatis, Upah, Pekerja, Perusahaan, Pailit 
 
PENDAHULUAN 
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor 
saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, 
UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih menempatkan 
keistimewaan kreditor lain seperti utang negara dan pemegang hak 
tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan. 
UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, juga tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan 
sebagai kreditur preferen. Namun, pada praktiknya hak-hak karyawan sering 
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kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya posisi preferen 
(didahulukan) yang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului 
Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of 
interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi 
oleh hukum, yaitu: Pertama, menyangkut kepentingan pribadi (individual 
interest). Kedua, yang menyangkut kepentingan masyarakat (social interest). 
Dan, ketiga, menyangkut kepentingan umum (public interest) 
Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan 
pekerja/buruh sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial 
ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih 
tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini 
mengakibatkan adanya hubungan diperitas (dienstverhoeding), sehingga 
menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat 
sewenang-wenang kepada pekerja/ buruhnya. 
Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi : 
a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding 
dengan pengusaha; 
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 
c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 
penyandang cacat; dan 
d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja. 
Ada 3 (tiga) jenis kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan 
kreditur konkuren.2 Kreditur yang dimaksud dalam pasal ini adalah kreditur 
separatis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada 
kepentingan para pekerja menuntut hak mereka yang belum dibayar, tapi di 
sisi lain ada kepentingan kreditur yang membagi aset pailit secara 
 
2Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 5. 
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proporsional. Berkaitan dengan prinsip utang, maka perlunya Undang-undang 
kepailitan yang menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat 
dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit, baik kepailitan 
terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta 
ketentuan yang menyatakan bahwa subyek hukum khususnya perseroan 
terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset 
perseroan terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva 
perseroan terbatas. Sehingga, ada jaminan bahwa hak-hak karyawan atas 
upah/pesangon bisa terpenuhi. Dalam hal demikian, maka hak-hak karyawan 
akan terabaikan dan tidak ada yang dapat dipersalahkan dalam hal ini. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepalitan menyatakan: Kreditur 
adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-
Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Keberadaan atau eksistensi 
dari kreditur adalah syarat mutlak dalam kepailitan dengan alasan sebagai 
berikut: 
1. Karena Pasal 2 ayat 1 mensyaratkan adanya concersuscreditorium 
yaitu debitursetidaknya memiliki lebih dari dua kreditur. Dalam hal ini, 
pemohon pailit harusdapat membuktikan bahwa debitur juga memiliki 
kreditur lain dengan jumlahminimum dua orang.  
2. Kehadiran kreditur atau wakilnya yang sah sangat penting untuk 
menentukanditerima atau tidak rencana perdamaian yang diajukan 
oleh debitur dalam rapatkreditur. Jika jumlah kreditur yang hadir tidak 
memenuhi ketentuan maka quorumsuara tidak terpenuhi. 
Kemudian dalam Pasal 1132 KUHPerdata telah menginsyaratkan 
bahwasetiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur 
lainnya, kecuali jikaditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki 
alasan-alasan yang sah untukdidahulukan dari para kreditur-kreditur lainnya. 
Dengan adanya kalimat dalam Pasal1132 KUH Perdata yang bunyinya 
“kecuali apabila diantara para kreditur terdapatalasan-alasan yang sah untuk 
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didahulukan dari para kreditur lainnya” maka terdapat kreditur-kreditur 
tertentu yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang lebihtinggi dari 
pada kreditur lainnya”. 
Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditur 
pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya 
sebagai kreditur separatis. Dengan demikian, Mariam DarusBadrulzaman 
membedakan antara hak dan kedudukan kreditur yang piutangnya dijamin 
dengan hak atas kebendaan. Haknya disebut sebagai preferen karena ia 
digolongkan oleh Undang-Undang sebagai kreditur yang diistimewakan 
pembayarannya. Sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditur 
separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditur preferen lainnya 
yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan. 
Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada 
Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dalam hal ini Bagaimanakah pemenuhan 
hak-hak kreditor separatis dan upah pekerja pada perusahaan yang 
dinyatakan pailit 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama 
(paritascreditoritum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas 
hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-
masing (pari passu pro rata parte). Namun demikian asas tersebut mengenal 
pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas 
kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan 
Undang-undang kepailitan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan 
demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja. 
Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan 
diklarifikasikan sebagai kreditor separatis. Penggunaan istilah pailit dalarn 
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bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun Inggris berbeda-beda. Bahasa 
Perancis menggunakan istilah faillite yang artinya pemogokan 
ataukemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau 
macetatau berhenti membayar hutangnya dalarn bahasa Perancis disebut le 
faille.Istilah pailit dalarn bahasa Belanda adalah failliet, dalam bahasa Inggris 
digunakan istilah failure, sedangkan dalam bahasa latin digunakan istilah 
fallire.3Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan 
yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat 
putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap 
dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan 
inidapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah 
tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor 
separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya 
disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil 
penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan 
yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor 
bersaing (konkuren).4 
Namun demikian, jika terdapat kreditor diistimewakan yang 
tingkatannya diatas tingkatan kreditor separatis, vide Pasal 1134 ayat (2) 
B.W, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor 
separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan 
kepada curator dankreditor diistimewakan sejumlah yang sama dengan 
piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UUK). Hanya saja 
meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil 
penjualanhak jaminan, tetapi kreditor separatis tunduk pada hukum tentang 
penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 
 
3Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, 
Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23 
4Erman Rajagukguk, dalam Imran Nating, Op-Cit, hal 48. 
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(sembilanpuluh) hari untuk kepailitan dan maksimum 270 
(duaratustujuhpuluh) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang, 
vide Pasal 228 ayat (6) UUK. Dengan demikian, dalam hubungan dengan 
aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, 
lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 
1149 B.W). Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang 
tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan 
sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.5 
Hukum jaminan mengenal istilah "kreditor separatis" dikatakan 
"separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor 
tersebutmemang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat 
menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah 
dengan harta pailit umumnya. Para kreditor yang memegang hak jaminan 
atas kebendaan, mempunyai hak separatis. Menurut Setiawan, hak separatis 
adalah: "hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang 
.hakjaminan, bahwa barang .jaminan (agunan) yang dibebani dengan 
hakjanainan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit'.6Sedangkan menurut 
Elijana: "kreditor separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibatkepailitan, 
artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak 
eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit".7Karena hak 
separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan 
 
5MunirFuady, Op Cit, hal 100. 
6Setiawan, Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya, Varia Peradilan, 
Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, hal. 145. 
7Elijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar Tentang 
Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998. 
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hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit tentunya bertujuan 
untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitor pailit.8 
MunirFuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor 
yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan), seperti 
pemeganghak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 
UndangUndang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor dengam jaminan yang bukan 
jaminan kebendaan yang (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan 
merupakan kreditor separatis. Pemahaman yang dimasudkan dengan hak 
kreditor separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor 
pemeganghak jaminan untuk tetap dapatmelaksanakan hak-hak eksekusinya 
meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.9 
Meskipun hak privilege dan hak yang dipunyai gadai dan hipotik sama-
sama mempunyai hak yang diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalam 
Undang-Undang (Pasal 1134 B.W.) hak gadai dan hak hipotikmempunyai 
kedudukan yang diutamakan dari bak privilege kecuali undangundang 
menentukan lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor 
pemegang hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat, 
dibandingkan dengan para kreditor konkuren yang kedudukannyasama 
dengan kreditor lainnya. Hak kreditor separatis para pemegang gadai dan 
pemegang hipotik dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah, tidak 
terpengaruh dengan adanya kepailitan.10 
Pengaturan hukum jaminan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
 
8Setiawan, Kepailitara; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya, Varia 
Peradilan Nomor 156, hal 98-99 
17 
9MunirFuady, Op Cit., hal. 99. 
10Sri SoedewiMasjhoenSofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980 hal. 77-78. 
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Nomor 42 tentang Fidusia serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang telah memenuhi prinsip preferensi yaitu kreditor pemegang hak 
jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan, tetapi timbul 
pertentangan dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan akibat penangguhan 
yang tidak didasarkan pada perdamaian para pihak menjadikan kreditor 
pemegang hak atas benda jaminan menjadi terpengaruh dengan adanya 
kepailitan. 
Hal ini sebagai sebuah bentuk penyimpangan terhadap prinsip 
preferensi baik dalam hukum jaminan maupun dalam hukum kepailitan 
sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut bertentangan dengan prinsip 
preferensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor pemegang hak 
atas benda jaminan khususnya kreditor separatis. 
Suatu perusahaan yang mengalami kepailitan yang didalamnya terdapat 
aset perusahaan atau sebuah unit usaha yang kegiatan usahanya masih aktif 
berjalan namun oleh putusan pengadilan menetapkan perusahaan tempat 
para pekerja tersebut mengalami kepailitan dan terjadi sita umum terhadap 
seluruh harta debitor oleh pengadilan dan menunjuk kurator untuk melakukan 
pemberesan terhadap keseluruhan aset debitor dengan tujuan memenuhi 
sangkutan debitor kepada para kreditornya, maka aktifitas perusahaan 
berada pada kurator dan didalam Undang Undang Kepailitan Pasal 39 ayat 1 
membolehkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja pada 
perusahaan tersebut dengan mengindahkan jangka waktu penyampaian 
paling singkat 45 hari sebelumnya. 
Ketentuan ini tidak harmonis (sesuai) dengan ketentuan hukum 
perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan 
hubungan kerja (PHK) yang komperhensif. Bukti dari ketidak komperhensifan 
konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, 
PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruh 
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pun masih dibedakan antara PHK oleh buruh karena buruh mengundurkan 
diri. Perbedaan konsep PHK ini setidak-tidaknya pada dua hal, yakni soal 
prosedur dan soal pemenuhan hak-hak pekerja yang di-PHK. 
Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja memiliki konsekuensi 
yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK 
serta hak-hak normative yang diterima oleh pekerja/buruh .Misalnya, 
pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan pekerja yang di PHK karena 
perusahaan dinyatakan pailit akan berbeda hak-hak normatif yang diterima 
oleh pekerja/buruh. Dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status 
perusahaan sedang dinyatakan pailit maupun tidak sedang dinyatakan pailit, 
maka tidak perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 
perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon 
melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 162 Ayat (1) 
jo.156 Ayat (4) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan jika 
pekerja/buruh di-PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka disamping 
perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh 
memperoleh uang pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak lainnya. Uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, 
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 
ketempatdimnana pekerja/buruh diterima bekerja 
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 
% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.50 
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama. 
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 165 ditentukan bahwa Pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
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perusahaan pailit,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4). 
Berdasarkan rumusan pasal di atas maka dapat di gambarkan adanya 
perbedaan atas hak yang akan diperoleh apabila pekerja diberhentikan oleh 
alasan atau sebab kepailitan dengan mengundurkan diri baik sebelum atau 
sesudah perusahaan dinyatakan pailit di bandingkan apabila pekerja/buruh di 
berhentikan dikarenakan alasan-alasan yang lain. 
Sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit atau bangkrut harus 
melalui putusan pengadilan. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti 
perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak 
lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi 
atau pemberesan, yaitu menagih utang, menghitung seluruh asset 
perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran 
utang-utang perusahaan. Di dalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu 
menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak 
resiko dari bisnis baik itu resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko 
operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam kesinambungan dari 
keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa 
mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban 
utang perusahaannya. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
Pasal 22, harta debitur pailit yang sudah ada pada saat Debitur dinyatakan 
pailit oleh Pengadilan Niaga maupun yang akan diperoleh selama kepailitan 
berlangsung digunakan untuk membayar semua krediturnya secara adil dan 
merata yang dilakukan seorang Kurator di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas. 
Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) dinyatakan “ Dalam hal 
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perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku , maka upah dan hak-hak lainnya dari 
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. 
Dalam ketentuan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali 
ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat 4. Ketentuan didalam pasal tersebut juga dinyatakan dalam 
Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Pekerja yang bekerja pada 
Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat 
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut 
persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan 
pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. 
Ketika terjadi Pailit pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan oleh 
Kurator yang dalam hal ini menggantikan posisi Perusahaan. Sehingga hak 
buruh dalam hal ini upah dan tunjangan lainnya menurut Undang-Undang 
Ketenagakerjaan akan berubah menjadi utang yang didahulukan 
pembayarannya dan penjelasannya menyebutkan yang dimaksud 
didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih 
dahulu daripada utang-utang lainnya. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu 
sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh 
harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. 
Melihat kenyataan ini, antara perlindungan hak pekerja dalam Undang-
Undang Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan terdapat perbedaan yang 
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signifikan, di dalam Undang-Undang Kepailitan upah buruh untuk waktu 
sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh 
harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas 
diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana proses 
penyelesaiannya. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan juga menyatakan 
hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4), secara jelas dan gamblang 
menekankan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh 
merupakan utang yang didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan 
menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya. 
Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan 
perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja 
seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Namun, dalam praktik, terdapat 
urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor 
separatis, dimana upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan 
hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk 
didahulukan.   
Dalam Pasal 1149 KUH Perdata, piutang buruh terhadap 
perusahaan/majikan berkedudukan sebagai kreditor/piutang preferen, 
sehingga dengan dinyatakan pailitnya debitor tidak akan menghilangkan hak-
hak buruh sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut. Buruh dapat 
menuntut pembayaran upahnya sebagai kreditor dengan mengajukan tagihan 
kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk 
mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator mendahulukan 
pembayaran upah buruh sebagai kreditor preferen dari hasil penjualan 
boedel pailit daripada pembayaran kepada kreditor konkuren. 
 Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan merupakan norma yang belum 
jelas dan belum tegas tafsirnya, mengingat belum jelas apa yang dimaksud 
dengan klausula “…didahulukan pembayarannya”. Sebabnya, meskipun 
upah dan hak-hak buruh dijamin dalam hal terjadinya pailit atau likuidasi 
Pemenuhan Hak Kreditor Separatis.......  Irsan 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 9 NOMOR 1, JANUARI 2019 77 
perusahaan, namun posisi pekerja selaku kreditor preferen khusus, menjadi 
rentan karena masih menunggu pembayaran bagi kreditor separatis dalam 
hal terjadinya kepailitan. Dengan demikian salah satu pihak yang dijaminkan 
haknya selama proses pailit itu yaitu para buruh dan pekerja menjadi 
terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan penghidupan yang 
layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya. 
Untuk diketahui, saat perusahaan pailit, kreditor akan terbagi kedalam 3 
bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konkuren. 
Buruh merupakan kreditor preference, yang pembayaran hak-haknya 
dilakukan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang 
dibentuk Pemerintah. Posisi atau kedudukan buruh selaku kreditor 
preference yang masih menunggu urutan peringkat pembayaran setelah 
tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk 
Pemerintah adalah merupakan suatu kedudukan yang bertentangan dengan 
Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 
Akibat dari tidak jelasnya penafsiran Pasal 95 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya juga menimbulkan ketidakadilan 
terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.   
Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya adalah tidak sama atau berbeda 
dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja/buruh secara konstitusional 
berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional. 
Oleh karena itu, adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak pekerja/buruh 
lainnya tidaklah demikian. Implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait 
dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah 
kreditor separatis. Sementara itu, mengenai kewajiban terhadap negara hal 
tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat setelah upah 
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pekerja/buruh. Argumentasinya antara lain adalah karena negara memiliki 
sumber pembiayaan lain. Sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-
satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya. 
Dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XI/2013, Mahkamah menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang 
didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor 
separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk 
Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya 
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, 
dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor 
separatis.” 
Pada prinsipnya pemenuhan hak-hak atau pembayaran kewajiban 
kepada debitor, para kreditor separatis dilakukan tersendiri dan terpisah atau 
bersifat separatis dan mendahului para kreditor lainnya, termasuk para 
kreditor pemegang hak istimewa, dan para kreditor bersaing. Dalam konteks 
pekerja/buruh sebagai salah satu kreditor yang mempunyai hak dalam proses 
kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, 
menurut Pemerintah, ketentuan ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan 
lainnya dalam KUHPerdata, UU Kepailitan dan PKPU. “Kecuali apabila di 
antara para berpiutang atau kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan. 
Pengecualian itu antara lain diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang 
menyatakan, “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang 
terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan 
merupakan utang harta pailit.” Yang dimaksud dengan utang harta pailit 
adalah segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor 
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yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor 
yang lain dipenuhi. 
Khusus upah pekerja/buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan 
pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau 
setara dengan fee kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya 
sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh UU, 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 1134 KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa 
kecuali UU menentukan sebaliknya. “Jadi ketentuan Pasal 95 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut telah menempatkan posisi 
buruh sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa untuk 
didahulukan daripada para kreditor lainnya. 
Hak pekerja/buruh ada yang masuk dalam kelompok biaya kepailitan 
dan ada yang masuk dalam kelompok kreditor preference. Dalam arti bahwa 
hak pekerja/buruh sebenarnya tidak seluruhnya sekadar merupakan hak 
preference, akan tetapi ada hak yang lebih diistimewakan dan diposisikan 
sederajat dengan biaya pengadilan (fee curator), biaya pemeliharaan, biaya 
penilaian, dan biaya lain-lainnya, termasuk biaya lelang di dalamnya, yakni 
hak atas upah, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit 
diucapkan. Selain upah, juga termasuk adalah merupakan hak-hak yang 
bersifat preference biasa. 
Dengan demikian, Pemenuhan tagihan buruh apabila seluruh aset 
merupakan barang agunan Kreditor separatis, maka dalam kategori ini, 
kedudukan tagihan buruh pun dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 
pertama, apabila atas seluruh boedel yang merupakan asset agunan tersebut 
dieksekusi sendiri oleh Kreditor separatis, maka kedudukan tagihan buruh 
tidak akan pernah mendapatkan apapun dari boedel. Kedua, apabila hak 
eksekusi diberikan oleh Kurator, maka tagihan buruh sedikit banyaknya akan 
menjadi bagian dari upah terutang, dimana kedudukannya akan setingkat 
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dengan biaya-biaya kepailitan yang harus dilunasi terlebih dahulu 
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU, sehingga kedudukannya berada 
diatas Kreditor separatis. Maka dalam praktiknya untuk menyelesaikan 
masalah ini dikenal istilah ”AtasAlasan Kemanusiaan Terhadap Buruh”, yaitu 




Pemenuhan tagihan buruh apabila seluruh aset merupakan barang 
agunan Kreditor separatis, maka dalam kategori ini, kedudukan tagihan buruh 
pun dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama, apabila atas seluruh 
boedel yang merupakan asset agunan tersebut dieksekusi sendiri oleh 
Kreditor separatis, maka kedudukan tagihan buruh tidak akan pernah 
mendapatkan apapun dari boedel. Kedua, apabila hak eksekusi diberikan 
oleh Kurator, maka tagihan buruh sedikit banyaknya akan menjadi bagian 
dari upah terutang, dimana kedudukannya akan setingkat dengan biaya-biaya 
kepailitan yang harus dilunasi terlebih dahulu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) 
UUK-PKPU, sehingga kedudukannya berada diatas Kreditor separatis. Maka 
dalam praktiknya untuk menyelesaikan masalah ini dikenal istilah ”Atas 
Alasan Kemanusiaan Terhadap Buruh”, yaitu kreditor separatis memberikan 
bagiannya beberapa persen kepada buruh. 
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